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: bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 20

Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah dipandang perlu ditetapkan Pedoman
Tatacara Pemungutan Retribusi Daerah dengan Keputusan Menteri Dalam
Negeri.

1. Undang-undang Nomor 5 Tabun 1974 tentang  Pokok-pokok
Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3692);

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun 1992 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN..........
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: KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB1I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

a.

Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerab adalah Kesatuan
masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah tertentu yang
berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah
tangganya sendiri dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Kepala Daerah adalah gubermur Kepala Daerah Tingkat I, atau
Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II;

Pejabat yang ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu
dibidang retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku;

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah
pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian
1zin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan  oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;

Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat
SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk
melaporkan perhitungan dan pembayaran yang terutang menurut
Peraturan Retribusi;

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang  menurut
peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan
pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi
tertentu;

Masa  Refribusi adalah suatu  jangka  waktu tertentu yang
merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa
dan perizinan tertentu  dari = Pemerintah = Daerah  yang
bersangkutan;
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. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD,
adalah Surat Keputusan yang menentukan  besarnya jumlah
Retribusi yang terutang;

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD, adalah
surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi
berupa bunga dan atau denda;

Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk
memperoleh data/informasi serta penatausahaan  yang dilakukan
oleh petugas Retribusi dengan secara penyampaian SPRD kepada
wajib Retribusi untuk diisi secara lengkap dan benar;

. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD) adalah Nomor
Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap wajib
Retribusi;

Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya Retribusi
yang harus dibayar oleh Wajib Retribusi (WR) baik pokok Retribusi,
bunga, kekurangan pembayaran Retribusi, kelebihan pembayaran
Retribusi, maupun  sangsi administrasi;

. Kelebihan  Pembayaran adalah kelebihan yang tercantum dalam
SKRDLB atau kelebihan pembayaran Retribusi yang timbul karena
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan;

. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar, yang disingkat
SKRDKB adalah Surat Keputusan yang memutuskan besarnya
Retribusi Daerah yang terutang.

. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan
Tambahan atas jumlah Retribusi Daerah yang telah ditetapkan.

. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang
harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan
STRD ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas
waktu yang telah ditentukan;

. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan
pemungutan Retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian
Surat Peringatan, Surat Teguran yang bersangkutan melaksanakan
kewajiban untuk membayar Retribusi sesuai dengan jumlah Retribusi
yang terutang;

. Utang Retribusi Daerah adalah sisa utang Retribusi atas nama
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wajib Retribusi yang tercantum pada STRD, SKRDKB, atau SKRDKBT
yang belum Daluwarsa dan Retribusi lainnya yang masih terhutang.

BAB I
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN
Pasal 2

(1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan
pendaftaran dan pendataan terhadap wajib Retribusi baik yang
berdomisili didalam wilayah Daerah maupun yang berdomisili diluar
wilayah Daerah tetapi memiliki objek Retribusi di Wilayah Daerah
yang bersangkutan.

(2) Kegiatan pendaftaran dan pendataan diawali dengan mempersiapkan
dokumen yang diperlukan berupa formulir dan disampaikan kepada
Wajib Retribusi yang bersangkutan.

(3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim/disampaikan
kepada Wajib Retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar,

dikembalikan kepada petugas Retribusi, sebagai bahan mengisi Daftar
Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut

(4) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3)
selanjutnya dapat dipergunakan sebagai NPWRD.

BAB I
TATA CARA PENETAPAN RETRIBUSI
Pasal 3
(1) Penetapan retribusi berdasarkan SPTRD dengan menerbitkan SKRD.

(2) Dalam hal SPTRD tidak dipenuhi oleh Wajib Retribusi sebagai-
mana mestinya, maka diterbitkan SKRD secara jabatan.

(3) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan
oleh Kepala Daerah.

Pasal 4
Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau

data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan
jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRD tambahan.
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BABIV
TATA CARA wm§><>w>2
Pasal 5

(1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atan
ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan
menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD tambahan.

(2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka
hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah
selambat-lambatnya 1 x 24 Jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh
Kepala Daerah.

(3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu
yangditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan
sanks1 administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan
menerbitkan STRD.

Pasal 6
(1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.

(2) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberi izin
kepada wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi terutang dalam

jangka waktu tertentu mgmmu alasan yang dapat dipertanggung
jawabkan..

(3) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan oleh Kepala Daerah.

(4) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat mengijinkan Wajib
Retribusi untuk menunda pembayaran retribusi sampai batas waktu
yang ditentukan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 7

(1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 6 diberikan tanda
bukti pembayaran.

(2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.

(3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran
Retribusi ditetapkan oleh Kepala Daerah.



BAB V
TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN
Pasal 8

(1) SKRD, SKRD secara Jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 3, SKRD
tambahan sebagaimana dimaksud Pasal 4 dan STRD sebagaimana
dimaksud Pasal 5 ayat (3) dicatat dalam buku jenis retribusi masing-
masing.

(2) SKRD, SKRD secara Jabatan, SKRD tambahan dan STRD wuntuk
masing-masing Wajib Retribusi dicatat sesuai NPWRD.

(3) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara
berurutan.

Pasal 9

(1) Besarnya Penetapan dan Penyetoran Retribusi dihimpun dalam
buku jenis Retribusi.

(2) Atas dasar buku jenis Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibuat daftar penerimaan dan tunggakan perjenis retribusi.

(3) Berdasarkan daftar penerimaan dan tunggakan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dibuat laporan realisasi penerimaan dan
tunggakan perjenis Retribusi sesuai masa retribusi.

BAB VI
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal 10

(1) Pelaksanaan Penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari
sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat
bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan
pelaksanaan penagihan.

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat
Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib Retribusi harus
melunasi Retribusinya yang terutang.

(3) Surat Teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
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Pasal 11

Bentuk-bentuk formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan
Penagihan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1)
ditetapkan oleh Kepala Dacrah.

BAB VII

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 12

(1) Kepala' Daerah dapat memberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan Retribusi.

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan
Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala
Daerah.

BAB VIII

TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN
KETETAPAN,PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN.

Pasal 13

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan Pembetulan SKRD
dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis,
kesalahan hitung dan atau kekelirnan dalam penerapan  peraturan
perundang-undangan Retribusi Daerah.

(2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan, pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan
Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan
karena kekhilafan wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya.

(3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau
pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.

(4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud ayat (1), pengurangan
ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi
sebagaimana dimaksud ayat (2) dan  pembatalan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib
Retribusi  kepada Kepala Daerah, atau Pejabat yang ditunjuk
paling
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lama 30 (Tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD
dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk
mendukung permohonannya.

(5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling
Iama 3 (tiga) bulan sejak Surat Permohonan diterima.

(6) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) Kepala Daerah atau Pejabat vyang ditunjuk tidak mem-
berikan Keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan
ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan
pembatalan dianggap dikabulkan.

BAB IX
TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN
Pasal 14

(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas
SKRD dan STRD.

(2) Permohonan keberatan sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) harus
disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau pejabat yang
ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.

(3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.

(4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) harus diputuskan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang
ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
tanggal surat permohonan keberatan diterima.

BAB X

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 15
(1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada

Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran
retribusi.
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(2) Atas dasar Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas
kelebihan pembayaran Retribusi dapat langsung diperhitungkan
terlebih dahulu dengan utang Retribusi dan atau sanksi administrasi
berupa bunga oleh Kepala Daerah.

(3) Atas Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang berhak atas
kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan
pembayaran retribusi selanjutnya

Pasal 16

(1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa
setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud pada Pasal
15, diterbitkan SKPDLB paling lambat 1 (satu) bulan sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
retribusi.

(2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 1 (satu)
bulan sejak diterbitkan SKPDLB.

Pasal 17

(1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan
dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan retribusi.

(2) Atas perhitungan sebagaimana - dimaksud dalam Pasal 16,
diterbitkan bukti pemindah bukuan yang berlaku juga sebagai bukti
pembayaran.

BAB X1
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 18

Dinas Pendapatan Daerah merupakan koordinator pungutan Retribusi
Daerah.
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BAB _umm
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka semua ketentuan yang
bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tangdal 37 QM\}H%S \Qﬁm

MENTERI DALAM NEGERI,
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MOH. YOGIE S.M.



